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1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi pancasila,

hal ini ditandai dengan melakukan pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan
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Pada keMa 3 3 | Mianggap sebagai

demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan dengan terbuka dan menjaga
kebebasan berpendapat dari setiap warga negaranya dianggap sebagai cerminan
kebebasan berpartisipasi serta aspirasi masyarakat.®Di Indonesia sendiri pemilihan

umum ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di dewan perwakilan
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rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat
kabupaten/kota, dan dewan perwakilan daerah.Salah satu bentuk penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada). Pemilukada merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian
rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik
Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil

Walikota.
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bertanggung jawab kepada DPRD.Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan
kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan,
perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Namun ada yang berbeda mengenai tugas KPU sekarang dengan yang

selama ini dilakukan, dimana KPU ataupun KPUD sekarang memiliki tugas dan
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fungsi lebih yang ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 12 Tahun 2016 tentang kampanye, dimana masing-masing paslon dan tim
pemenangan sesuai dengan aturan tersebut paslon dan tim diperbolehkan untuk
menyediakan alat peraga kampanye sendiri. Sesuai aturan jumlah alat peraga akan
dibatasi, yakni maksimal 150 persen dari yang disediakan penyelenggara
Pemilukada.

Ada tiga bentuk alat peraga kampanye paslon, yakni baliho, spanduk, dan
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akan mampu mengurangi gairah pesta pOllak\ artinya pemilukada dikhawatirkan
tidak akan semarak lagi jikalau tugas kampanye diserahkan kepada satu lembaga,
yakni KPU tersebut. Kemudian dengan berubahnya regulasi tersebut
dikhawatirkan akan membuat menurunnya tingkat partisipasi memilih dalam
suatu Pemilukada. Berkurangnya partisipasi memilih tentu secara tidak akan

langsung akan melambangkan kemunduruan demokratisasi di suatu daerah.

SLihat PKPU No 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye.



Partisipasi memilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan
pemilu.Maka dari itu pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk
meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara
maksimal dalam penyelenggaran kehidupan bernegara.Berkaitan dengan hal
tersebut, KPU juga harus melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar
bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan.

Menurut David Easton dan Jack Dennis, sosialisasi politik adalah suatu proses

perkembangan seseoik apa i I;0fentasi-dan pola tingkah

lakunya.®
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sebagai lembaga yang dapat melaksanakan sosialisasi politik secara formal

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh

KPU demi mewujudkan tingkat partisipasi politik masyarakat diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang

®Rush, M., Althoff, P. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Diterjemahkan oleh Kartini
Kartono.Jakarta: Rajawali Pers.Hal. 46
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Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 8
Partisipasi politik masyarakat disuatu daerah dalam pemilihan umum
maupun daerah tentu menjadi hal yang penting untuk digalangkan. Sebab
partisipasi masyarakat dalam suatu pemilu dan Pemilukada akan berbicara
langsung mengenai legitimasi suatu legislator maupun eksekutif dalam
menjalankan fungsi politiknya pasca memenangi suatu pertarungan dalam pemilu.
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wilayah, di negara berkembang sepertl IndoneS|a sendlrl dimana status sosial
ekonominya masih tergolong rendah menyebabkan partisipasi politik
masyarakatnya cenderung apatis, karena masyarakatnya yang tingkat status sosial

ekonominya rendah masih di sibukkan dengan perbaikan tarah hidupnya.

Setidaknya hal tersebutlah yang sering menjadi hasil penelitian para ilmuan sosial

8Lihat PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.



politik diakhir-akhir ini untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi suatu
masyarakat.

Frank Linderfeld menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang
untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam
studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah
menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang

bersangkutan pun akan menjadi apatis.’Kemudian hal serupa di sampaikan
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Negara. Pendapatan: semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin loyal
seseorang tersebut dalam mengikuti atau berpartisipasi di bidang politik.

Pekerjaan: pekerjaan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi kesibukan

yang dialami oleh masing-masing masyarakat. Semakin sibuk seorang anggota

® Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 156.
19Samuel P. Huntington dan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990), hal. 60-66.



masyarakat terhadap pekerjaannya, maka semakin sedikit waktu yang dimilikinya
untuk ikut berpartisipasi di bidang politik.

Dari beberapa uraian di atas dapat di katakan bahwa tingkat status sosial
ekonomi yang rendah akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, apabila
status sosial ekonomi masyarakat rendah maka tingkat partisipasi politiknya akan
cenderung rendah, dan sebaliknya apabila status sosial ekonomi msyarakat tinggi
maka tingkat partisipasi politiknya akan cenderung tinggi.
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Perbandingan Tingkat Partisipasi memilih
Masyarakat Pada Pemilukada Serentak Sumbar 2017

ada tabel berikut 7 < I DJAJ
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NO Kab/Kota Pemilih Pengguna Persentase
Hak Pilih Pemilih
1. Kabupaten Kepulauan 53.724 42.104 78.4%
Mentawai
2 Kota Payakumbuh 84.503 57.743 68,33%

Sumber : Website KPU Sumbar

Dari data di atas dapat di lihat bahwa, Tingkat persentasi pemilih yang
menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 78.4 persen

yang terdiri dari 27.510 jiwa pemilih laki-laki dan 24.871 pemilih perempuan.



Sementara Kota Payakumbuh tingkat partisipasi memilihnya adalah 68.33 persen
terdiri dari 84.503 pemilih perempuan dan 57.743 pemilih laki-laki.!!

Dari dua Kabupaten/Kota yang ikut menyelenggarakan Pemilukada
Serentak di Sumatera Barat pada tahun 2017 tersebut, hanya Kabupaten
Kepulauan Mentawai yang tingkat partisipasinya melebihi target yang ditetapkan
oleh KPU Pusat yakni sebesar 77.5 persen.'?Sementara KPUD Kabupaten
Kepulauan Mentawai hanya menargetkan Partisipasi memilih masyarakat pada
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memilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong tinggi.
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Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termiskin di wilayah Provinsi

Sumatera Barat (BPS, 2014).Tingkat kemiskinannya mencapai sekitar 15 persen
(13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11
persen.Sebagian besar penduduknya hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah

dasar dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun, tidak memiliki pelayanan

Diolah dari data KPU

12| jhat http://mww.cnnindonesia.com/politik/20160922061349-32-160156/kpu-targetkan-775-
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kesehatan masyarakat yang baik atau sangat buruk dan angka harapan hidup yang
relatif rendah.’* Dengan demikin Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat
dikatakan masih tergolong kedalam daerah yang tertingkal dengan tingkat status

sosial ekonomi serta pendidikan masyarakatnya yang rendah.

1.2 Rumusan Masalah
Pada tahun 2017 ini telah diselenggarakannya Pemilukada Serentak yang
berlangsung di 7 Provinsi dan 94 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Untuk
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seperti yang telah

politik cenderung lebih tinggi di bandingkan partisipasi politik masyarakat di
suatu daerah dengan status sosial ekonominya yang terbilang tinggi, namun
tingkat partisipasi politiknya rendah.Misalnya, pada Pilkada Serentak Gubernur

dan Wakil Gubernur 2015. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

14Lihat https://programsetapak.org/mentawai-masih-jadi-kabupaten-termiskin/ di akses pada 5
Mei 2017 Pukul 13.44 WIB



Pilkada Serentak Gubernur Sumbar 2015

Tabel 1.2

Rekapitulasi Data Sub Wilayah

Kota/Kabupaten DPT Pengguna Suara Sah Suara Tingkat
Hak Pilih Tidak Partisipasi
Sah
Agam 332.959 184.967 174.578 7.932 55,55%
Dhamasraya 136.023 99.863 96.711 2.980 73,42 %
Kep. Mentawai 53.409 34.286 34.004 282 64.20%
Kota Bukittinggi 74.349 44.251 42.180 1.665 59,51%
Kota Padang 555.225 291.749 283.214 6.842 52,55 %
Kota Padang Panjang 36.073 16.765 16.167 589 46,47%
Kota Pariaman 59.224 31.702 31.072 554 53,53%
Kota Payakumbuh 87.035 45.107 43.798 1.125 51,83%
Kota Sawahlunto 43.305 23.369 22.572 486 53,96%
Kota Solok  46.045——32:474 31.406 967 70,53%
Lima Puluh Kotay ~ SOR STH6LA9A N ) A $54.520 61,22%
Padang Pariaman| = %(151.15?\‘@& 54,51%
Pasaman = 190.621 133.191 105" 1408 69,87%
Pasaman Barat 244.417 : 152.158 65,13%
Pesisir Selatan 65,27%
Sijunjung 12.784 59,55%
Solok 17.594 56,64%
Solok Selatan 68,90%
Tanah Datar | | [ 268.9000  150.549 | = 143! 55,99%
Total 59,30%

Sumber : Diolah d

mencapai 64.20 persen dan dengan tingkat partisisipasi masyarakatnya berada
pada peringkat ke 7 tertinggi dari 19 Kabupaten dan Kota yang melaksanakan
Pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2015.

Hal ini menurut peneliti ialah dikarenakan adanya pengaruh pelaksanaan
dua pemilihan, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali kota, seperti Kabupaten

Dharmasraya yang menempati tingkat partisipasi paling tinggi dengan 73,42



persen yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Begitu juga kabupaten lainnya, seperti
Kota Solok, Kabupaten Pasaman, dan kabupaten/ kota lainnya.

Namun bagaimanapun juga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tanpa
melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati, seperti Kota padang, Padang

Panjang, Pariaman, Payakumbuh dan Kota Sawahlunto, maka Kabupaten

milihan Gubernur

Mentawai memilikisu NWBQQSHE <3 zpaﬂtbm%l pada.
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dan Wakil Gubarhur tahun 2015 dengan angka partisipasi 64, 20 pérsen.
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tabel berikut : 9

2 il
Pada Pemilukadans ak di | ‘.J.,-.r"""',’:’ guntawai
No < Pe ‘Lm Une" | | Tingkat Partisipasi
1| Periflikada GubernurSumber/2010 — | . 644%
2. | Pemilukadg Bupati Mentawai/2012 2% T 8.0%
3. | Pemilukada Gubamur Sumbar/2015 T
4. | Pemilukada Bupati Mentawai/2017 | 78.4%

Sumber : Di Olah dari Data KPUD Sumbar

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat konsistensi tingginya tingkat partisipasi
memilih masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam setiap pilkada yang
dilaksanakan, hingga yang terbaru terakhir ialah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat partisipasi 78,4 persen. Artinya

mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan Pemilukada



Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 dengan tingkat partisipasi
64,2 persen.

Pada Pilkada tahun 2017 Kabupaten kepulauan Mentawai diikuti oleh dua
pasangan calon, yaitu pasangan Yudas Sabaggalet, SE, MM dan Kortanius
Sabeleake, S.Pt serta pasangan kedua, yakni Rijel Samaloisa, M.Si dan Binsar
Saleleubaja, SE. berikut sedikit gambaran latar belakang para calon, dimulai dari

Yudas Sabaggalet lahir di Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan dan

Mulai terjun ke

menamatkan studi=mag 8%@&@&&WM HM@W@A

dunia politik pada tahun 2000 dengan menjadi anggota"lv::) RD Mentawai.

~ o~

Kemudian pasangannya Kg “A"-‘.‘ dang pariaman namum dia
Tl
Lol o)
berkampung halaman di i Utara, b olahdi SD dan SMP

-~ NN

di Sikakap, keémudian ya Ke SPP Padang

Mangatas, Kabupaten Lima P i ulus S1 sebagal sarjana pertanian.

TR e

Terjun ke dunialpolitik di rif nokrasi Kasi sa(PDKB)dan

pernah menjadi 999-2004. Lalu ia

pindah ke Partai Persatua - PPD Mentawai

< >

ga-~mgngantarkannyax me jadi_kettian DPRD Mentawai
T};K § : _,"BA_‘}_E"(V

. = 7NN - .
periode 2004-2009.Pada 2011, Korta menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar

2004-2010. Partai/ i

Mentawai dan menjadi Wakil Ketua DPRD Mentawai periode 2014-
2019.Selanjutnya Rijel Samaloisa yang lahir di Bosua, Sipora Selatan dan
menyelesaikan S1 di Fisipol Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan S2 di
UGM.kemudian masuk ke dunia politik melalui Partai Persatuan Daerah (PPD)
dan menjadi anggota DPRD Mentawai periode 2004-2009. Setelah itu, Rijel

mendirikan Kinapat Institut pada 2008 dan menjadi ketua hingga sekarang.Pada



2011, dia menjadi wakil bupati Mentawai mendampingi Yudas.Dan pasangannya
Binsa Saleleubaja yang lahir di Malakkopa, Pagai Selatan. Lulusan Fakultas
Ekonomi Universitas Ekasakti Padang memulai karirnya di Dinas PU Mentawai
tahun 1986 sebagai staf honorer, dan juga pernah menjadi kepala Bappeda, kepala
DPPKAD, Asisten Il Setdakab Mentawai dan terakhir Kepala Dinas Kehutanan
Mentawai hingga pensiun.*®

Adapun hasil perolehan suara dari Pemilukada Kabupaten Kepulauan

Mentawai dimepangkar RasapgaR SMidasSSabagyalet dan-Kortanius Sabeleake.
i -
Berikut dapat d ivh:t pada tabel : i
Rekapit ilukada
Kabu 17
asil
Rijel Samaloisa
No. Kecarlatan Pi n Dan
< Binsar Saleleubaja
1. | Pagai Selatan 5 1.807 3.485
2. | Pagai Utaral 3 1.811 1.486
3. | Siberut Barat! 633
4. | Siberut Bar 675
5. | Siberut Sela : ; 846
6. | Siberut Tenga 768
7. | Siberut Utar ' 3 847
8. | Sikakap :(‘_\ : : : .\ 3.047
9. Sipora Selat 1. 1,336 3.976
10. | Sipora Utara_ ¢ - DJAJA o> 3.019
Jumlah LUK /BANTA 18.782

Sumber : Data Sekunder KPUD Kabt)péfeh Kepulauan Mentawai

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pasangan Yudas Sabaggalet dan
Kortanius Sabeleake memperoleh suara tertinggi yakni 22.805, kemudian
pasangan Rijel Samaloisa dan Binsar Saleleubaja memperoleh jumlah suara

sebanyak 18.782. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pasangan Yudas Sabaggalet

5Lihat http://www.mentawaikita.com/berita/473/mengenal-profil-bakal-calon-bupati-dan-wakil -
bupati-mentawai.html di akses pada 21 November 2017 pukul 21.00 WIB




dan Kortanius Sabeleake berhasil memenangi Pemilukada Kabupaten Kepulauan
Mentawai untuk masa jabatan 2017-2022.

Hal yang menarik dari Pemilukada kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2017 ini ialah dengan hanya mengusung dua pasangan calon yang ikut bertarung
pada Pemilukada 2017 namun mampu mencapai angka partisipasi yang tinggi,

dan melampaui target partisipasi memilih yang di tetapkan oleh KPU RI dan

KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota dan PKPU No. 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.!®

16 Lihat PKPU No 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil



Dalam peraturan ini sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya
disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang
tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan sosialisasi
pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil,
kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, Keterbukaan, proporsional,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi; dan efektivitas. Sosialisasi pemilihan dan
partisipasi masyarakat ditujukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai

dan pr %rmvmmﬁﬁmmmgﬁar}‘ “ an, pemahaman

dan kesadaran \masyarakat tentang hak dan kewajiban dalami pemilihan dan

tahapan, jadwal

meningkatkan partisipasi

Dalam fhal ini, % Mentawai memang
memainkan peranan pent an digagas oleh KPUD
Kabupaten Kepulauan Menth eningkatkan - partisipasi memilih

masyarakat Kab auan | / \taranya i engan melakukan

analisa mendal penting dalam

meningkatkan pbi-pam i masyarakat serta

kepala dusun . apken, mampuA KUt Serta mengajak »m

TUK\ == JBAND
menggunakan hak pilihnya pada Pllkada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun

asyarakat dalam

2017. Seperti yang peneliti kutip berikut:’

“Tokoh agama, tokoh masayarakat serta kepala dusun menjadi
elemen penting yang bisa mengajak masyarkat untuk bisa menggunakan
hak pilihnya. Selain itu, kita juga berharap para media, baik cetak
maupun elektronik mampu memberikan informasi yang jelas tentang
pesta demokrasi dan seluruh tahapannya.Mentawai merupakan daerah
kepulauan, banyak masyarakat yang tinggal dan tersebar di daerah

Walikota dan PKPU No. 12 Tahun 2106 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Lihat http://www.antarasumbar.com/berita/190422/kpu-mentawai-targetkan-partisipasi-pemilih-
70-persen.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pada pukul 02.39 WIB



pedalaman, tentunya informasi dari media cetak menjadi sarana penting
untuk menunjang suksesnya Pilkada ini. Pihak kami sejak beberapa
bulan terakhir sudah gencar melakukan bimbingan teknis dan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, termasuk para pemilih muda.”

Dari pernyataan Ketua KPU Mentawai, Laurensius Sarogdok tersebut
KPUD Mentawai telah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada berbagai elemen
tokoh masyarakat bahkan telah menyentuh para pemilih muda.Pada kesempatan
itu beliau juga menghimbau kepada awak media cetak untuk sama-sama bekerja

maksimal menyampaikan sega itan dengan pilkada Kabupaten
VERSITAS ANDA
Kepulauan Mentawai t : LAs . i

x

Tidak berhenti ditataran_pe ajag.dalam beberapa pemberitaan

media juga da ah mengadakan
kegiatan sosiaIasi pil 5 Januari 2017 KPU
Mentawai menyelenggarakan
Pemilu Dala

i
Penyelenggara iPen Pemilih” yang| dipandu oleh

Muhammad Ari

kegiatan KPU Me -nvv peberapa media yang

dikarenakan memang -sanga Nl @ Kabupaten Kepulauan

- (. . <
Mentawai dikarMth

Namun bagaimanapun juga, peneliti meyakini bahwa besarnya peranan
KPU Mentawai dalam meningkatkan partisipasi memilih di Kabupaten Kepulauan
Mentawai bila kita mengacu kepada perubahan aturan pilkada yang secara tidak
langsung merubah sistem kerja KPU serta KPUD dalam melakukan sosialisasi

politik kepada pemilih di masing-masing daerah. Dimana telah peneliti sampaikan

18Lihat: http://www.mentawaikab.go.id/baca.php?berita=31, diakses pada tanggal 10 agustus 2017
pada pukul 03.54 WIB



sebelumnya KPU juga mengemban amanat sosialisasi dan kampanye pilkada
dengan mengacu kepada PKPU No. 12 Tahun 2016.

Sehingga dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Kabupaten
Kepulauan Mentawai pada Pemilukada tahun 2017 tentu tidak terlepas dari upaya
KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mensosialisasikan kepada
masyarakat untuk ikut memberikan suaranya. Berangkat dari permasalahan

tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaim eatawai memanfaatkan

sanakan proses

°UD Kabupaten

1.3 Tujuan Pene

Dengan la aka penelitan ini

peneliti susun bert

1. Mend" 'a : /ang ' gunakan KPUD

Kabkan sosialisasi
Pemilukada Serentak tahun 2017 kepada masyarakat.

2. Mengetahui dan menganalisis pesan sosialisasi seperti apa yang di

sampaikan oleh KPUD Kabupaten Kepulawan Mentawai dalam

melakukan sosialisai terkait Pemilukada Serentak 2017.



1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah
khasanah keilmuan dibidang politik khususnya yang membahas
mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi memilih
masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan penelitian ini

dapat menjadi inspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang

kan partisipasi

ahaman kepada

bangkan ilmu



